SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja,
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran
APBD, maka dalam rangka pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib
Pajak Orang Pribadi, maka Peraturan Bupati tentang Nomor
31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan

penyesuaian;

bahwa untuk mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai

Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15

-1-



Mengingat

1.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka gaji dan
tunjangan Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian;;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 6485);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11).

8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024



(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8),

ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 16 diubah, sehingga

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16
Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus tujuh puluh
miliar dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat
ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang
terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;

o

belanja tunjangan keluarga ASN;

belanja tunjangan jabatan ASN;

& o

belanja tunjangan fungsional ASN;
belanja tunjangan fungsional umum ASN;
belanja tunjangan beras ASN;

belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

5o ™o

. belanja pembulatan gaji ASN;

e

belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan

k. belanja iuran jaminan kematian ASN.

Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp281.493.418.858,00
(dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus
sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu
delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp23.637.916.366,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus
tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga
ratus enam puluh enam rupiah);

Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp5.722.678.300,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh
dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus

rupiah);



()

(6)

(7)

(8)

()

(10)

(11)

Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp20.494.788.750,00 (dua puluh miliar empat ratus
sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh
delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp4.914.861.100,00 (empat miliar sembilan ratus empat
belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus
rupiah);

Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp15.309.958.047,00 (lima belas miliar tiga ratus
sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu
empat puluh tujuh rupiah);

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp581.228.794,00 (lima ratus
delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp4.123.743,00 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu
tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp15.618.339.257,00 (lima belas miliar enam ratus
delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu
dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp613.194.386,00 (enam ratus
tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga

ratus delapan puluh enam rupiah);



(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp1.839.577.077,00 (satu miliar delapan ratus tiga
puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu

tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal II
Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya pada

Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya
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